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KATA PENGANTAR

Daya saing merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
perkembangan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi 
daya saing suatu negara maka berdampak terhadap peningkatan 
perekonomian negara tersebut. World Economic Forum (WEF) 
menempatkan Indonesia pada urutan ke-72. Perbaikan daya 
saing menjadi hal yang penting dan menjadi fokus utama dari 
pemerintahan era Presiden Joko Widodo, hal ini dapat terlihat 
dari berbagai pembangunan infrastruktur yang dibangun untuk 
meningkatkan daya saing Indonesia.

Buku bunga rampai “Fenomena Daya Saing Indonesia di 
Era Global” merupakan hasil pemikiran para Analis Legislatif 
di Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR 
RI. Buku ini sangat relevan terkait kondisi daya saing Indonesia 
yang sedang mencoba memperbaiki daya saing Indonesia. 
Buku bunga rampai ini menampilkan lima artikel yang 
membahas berbagai isu beragam terkait fenoma daya saing dan 
bagaimana Indonesia mencoba meningkatkan daya saing baik 
dari sisi pemerintah daerah, infrastruktur, ekspor, tenaga kerja, 
kebijakan anggaran untuk meningkatkan daya saing dan kondisi 
empiris dari daya saing di salah satu kabupaten di Indonesia. 

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 
para penulis, Ari Mulianta Ginting, Venti Eka Satya, Edmira 
Rivani, Rasbin dan Dewi Restu Mangeswuri  yang telah 
menghadirkan beragam tulisan berkualitas dalam buku ini. 
Tak Lupa, Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih 
kepada editor, Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. yang 
telah mencurahkan pikiran dan waktunya untuk memberikan 
masukan yang berharga terhadap penyelesaian buku ini. 
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Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada segenap pihak yang 
ikut berkontribusi sehingga terwujudnya buku ini.

Harapannya, sumbangan pemikiran para penulis dalam 
buku ini dapat memberikan manfaat dalam membantu tugas-
tugas kedewanan terkait kondisi daya saing Indonesia. Selain 
itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
keahlian pihak-pihak yang membutuhkan baik lingkungan 
Analis Legislatif,  DPR RI, maupun masyarakat, bangsa, dan 
negara Indonesia. 

Jakarta, November 2022

Achmad Sani Alhusain, SE., MA.
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PROLOG

World Economic Forum (WEF) dalam Global 
Competitiveness Index (GCI) 2019, menyebutkan bahwa daya 
saing global Indonesia dengan capaian skor 64,6, berada pada 
peringkat 50 dari 141 negara. Di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN), 
Indonesia berada pada urutan ke-4 setelah negara Singapura, 
Malaysia, dan Thailand. WEF mendefinisikan daya saing 
nasional sebagai seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor yang 
menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Selanjutnya, 
WEF telah memperkenalkan Global Competitiveness Index 4.0 
(GCI 4.0) pada tahun 2018 yang lalu. GCI 4.0 ini terdiri dari 12 
pilar produktifitas utama yang dikelompokkak ke dalam empat 
faktor pendorong perkembangan pada era industri 4.0 yaitu: 
human capital, agility, resilience dan innovation.  

Sejalan dengan hal tersebut, Institute for Management 
Development (IMD) yang berkedudukan di Swiss, dalam 
World Competitiveness Yearbook 2022 menyajikan peringkat 
daya saing perekonomian dari 63 negara yang di survei. 
Perekonomian diurutkan dari yang paling besar sampai yang 
paling rendah tingkat kompetitifnya. Skor ditunjukkan dalam 
bentuk indeks (0 hingga 100). IMD menganalisis kapasitas 
negara dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang 
mendukung daya saing bisnis atau perusahaan. Asumsinya 
adalah penciptaan kekayaan terjadi terutama di level perusahaan 
(baik swasta atau milik negara), sehingga survei ini disebut 
“daya saing perusahaan”. Selanjutnya, karena perusahaan 
beroperasi di lingkungan nasional dan atau internasional, maka 
selanjutnya “daya saing negara” yang tercakup dalam Peringkat 
Daya Saing Dunia Global.
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Hasil survei tersebut menunjukkan peringkat 5 negara 
tertinggi yaitu: Denmark, Switzerland, Singapore, Sweden, 
dan Hong Kong. Denmark telah mengambil alih Swiss sebagai 
ekonomi paling kompetitif di dunia. Denmark naik dari 
peringkat ke-3 tahun lalu dan menjadi peringkat teratas di tahun 
2022 ini untuk pertama kalinya dalam 34 tahun. Sementara itu, 
Indonesia berada pada peringkat ke-44. 

IMD menyatakan bahwa salah satu daya saing yang perlu 
diperhatikan adalah daya saing tenaga kerja. Sebagaimana 
diketahui bahwa tenaga kerja memiliki peran penting dalam 
proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan 
infrastruktur dan kemampuan tata kelola, tenaga kerja menjadi 
faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik 
dan turunnya daya saing suatu perekonomian.  Studi empiris 
menunjukkan terdapat korelasi yang cukup kuat antara daya 
saing tenaga kerja dengan daya saing perekonomian. Semakin 
tinggi daya saing tenaga kerja di suatu negara, semakin tinggi 
juga daya saing perekonomian negara itu, atau sebaliknya. 

Secara konseptual, peningkatan daya saing tenaga 
kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).  Tidak 
mengherankan jika sejumlah negara pada survei IMD, seperti 
China (peringkat ke-17) dan Korea Selatan (peringkat ke-27), 
melihat pentingnya daya saing tenaga kerja dalam pembangunan 
ekonomi sehingga menempatkan pembangunan SDM (human 
resource development) sebagai agenda utama pembangunan. 
Pada tataran perencanaan maupun pada tahapan pelaksanaan, 
agenda pembangunan SDM di negara tersebut, secara konsisten 
selalu mendapat prioritas dan dukungan; baik dari sisi finansial 
maupun dukungan politis melalui berbagai kebijakan. Oleh 
karena itu, meskipun upaya pembangunan SDM sebenarnya 
cenderung kompleks dengan mekanisme yang ketat dan proses 
yang cukup panjang, tetapi konsistensi politis dan dukungan 
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anggaran membuat China ataupun Korea Selatan berhasil 
membangun tenaga kerja dengan daya saing yang tinggi.

Sementara itu, dalam konteks daya saing infrastruktur, 
WEF menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-
72 dan Singapura (misalnya) tetap berada di peringkat pertama 
sebagai negara dengan daya saing infrastruktur tertinggi di dunia 
dan di ASEAN dengan skor 95,1. Laporan ini menunjukkan 
bahwa peringkat daya saing infrastruktur Indonesia juga 
masih tertinggal di kawasan ASEAN. Berbagai perbaikan yang 
dilakukan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur masih 
belum mampu meningkatakan peringkat daya saing Indonesia. 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN) 2023, pemerintah telah menganggarkan 
sebesar Rp392 triliun untuk pembangunan infrastruktur. 
Anggaran tersebut meningkat sebesar 7,8% dari tahun 2018 
(Rp363,8 triliun). Sebagian besar belanja ini akan disalurkan 
melalui belanja pemerintah pusat dan sisanya disalurkan 
melalui tunjangan kinerja daerah (TKD). Dengan anggaran 
tersebut, pemerintah berencana untuk membangun berbagai 
layanan dasar, termasuk 3.511 rumah susun dan pembangunan, 
rehabilitasi atau renovasi sarana dan prasarana 670 sekolah 
dasar dan menengah. Berdasarkan 4 (empat) faktor daya 
saing yang senantiasa disurvei yakni: Economic Performance, 
Government Efficiency, Bussiness Efficiency dan Infrastructure, 
maka peringkat bidang infrastructure Indonesia adalah yang 
terendah dibandingkan peringkat tiga bidang lainnya. 

Sebagaimana diketahui, infrastruktur yang baik akan 
mengurangi biaya tetap dan biaya variabel dalam kegitan 
usaha. Oleh karena itu infrastruktur berperan penting dalam 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan 
bagi masyarakat luas. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, 
pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, 
sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya, memiliki 
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keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan 
wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Munculnya wabah pandemic Covid-19, tidak hanya 
mempengaruhi sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi. 
World Economic Outlook (WEO) dari International Monetary 
Fund (IMF) menunjukkan bahwa ekonomi dunia disaat 
pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami perlambatan 
sebesar -3,1% (year-on-year/yoy). Volume perdagangan dunia 
juga mengalami perlambatan sebesar -7,9% (yoy). Kondisi ini 
disebabkan oleh kebijakan lockdown; baik penuh ataupun 
sebagian yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. 
Indonesia juga mengalami dampak negatif dari pandemi 
Covid-19. Saat awal terjadinya pandemi Covid-19 pada awal 
tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat 
sebesar -2,1% (yoy). Kondisi ini berbanding terbalik dengan 
pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang mencapai 5,02% (yoy). 
Namun, seiring kebijakan yang diambil oleh pemerintah; baik 
di sektor kesehatan maupun di sektor ekonomi, perekonomian 
Indonesia tetap mengalami perbaikan. Pada tahun 2021, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai angka 
3,7% (yoy). 

Disisi lain, penerapan Kebijakan Otonomi daerah yang 
telah dilaksanakan selama ini, khususnya dalam sisi fiskal, 
menjadi penting dan vital dalam peningkatan daya saing 
khususnya daya saing pemerintah daerah. Pemerintah Daerah 
menjadi sangat mengetahui apa dan bagaimana daerahnya, 
sehingga dapat menyusun rancangan kegiatan pembangunan 
daerahnya dengan baik.  Dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan daerah ini, maka pemerintah daerah harus 
mengarahkan pembangunan kepada inovasi yang lebih 
terarah dan berdaya saing sehingga hasilnya dapat digunakan 
untuk kemajuan pembangunan daerah. Sebagaimana yang 



xiii

telah dijelaskan sebelumnya, tingkat daya saing (sekali lagi) 
merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan 
negara dan daerah. 

Kemenristek/BRIN (2021), menyatakan bahwa pada 
tahun 2020, terdapat lebih-kurang 20% dari seluruh pemerintah 
kabupaten/kota yang memiliki indeks daya saing yang tinggi. 
80% sisanya memiliki indeks daya saing yang masih relatif 
rendah dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah 
daerah kabupaten/kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas 
dan memperbaiki daya saingnya. Salah satu kabupaten kota 
yang memiliki daya saing kategori tinggi adalah Kabupaten 
Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. 

Indikator tingginya daya saing Kabupaten Purwakarta 
adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Purwakarta. Disamping memiliki Danau Jatiluhur sebagai 
salah satu pusat pembangkit listrik yang memasok kebutuhan 
listrik untuk daerah Jawa-Bali, Kabupaten Purwakarta juga 
mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, serta dikenal 
juga sebagai pemasok barang kebutuhan pokok, dan lain 
sebagainya. Hal-hal inilah yang meningkatkan skala ekonomi 
Kabupaten tersebut. Disamping itu, kedekatan dengan pusat-
pusat permintaan seperti Jakarta dan Bandung menjadi 
keunggulan lain yang dimiliki oleh Kabupaten ini. Disisi lain, 
sektor finansial juga berkembang pesat di Purwakarta dan ini 
juga dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas 
ekonomi. Dengan berbagai ragam keunggulan ini, tidak salah 
Kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten dengan daya saing 
tinggi di Indonesia. Ini harus dicontoh oleh Kabupaten/Kota 
yang lain. Meskipun tidak sama potensinya, maka bisa diolah 
potensi yang lain yang ada di daerah-daerah tersebut.

Secara terinci dan jelas, uraian diatas tersaji secara 
menyeluruh di dalam buku yang berjudul “Fenomena Daya 
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Saing Indonesia di Era Global”. Buku ini tersusun atas 5 (lima) 
bagian yang tak terpisahkan, dengan bagian pertama berjudul 
“Kebijakan Anggaran Infrastruktur Untuk Peningkatan Daya 
Saing Nasional” yang ditulis oleh Venti Eka Satya. Bagian kedua 
dari buku ini berjudul “Peningkatan Produktivitas Dalam Upaya 
Membangun Daya Saing Tenaga Kerja di Indonesia”, yang ditulis 
oleh Edmira Rivani. Bagian ketiga dari buku berjudul “Daya 
Saing Ekspor Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19: 
Menggunakan Pendekatan Revealed Comparative Advantage”, 
yang ditulis oleh Rasbin. Bagian keempat buku ini berjudul 
“Peran APBD Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah: Studi di 
Kabupaten Purwakarta”, yang ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. 
Bagian penutup dari buku ini berjudul “Strategi Peningkatan 
Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing di Kabupaten 
Purwakarta”, yang ditulis oleh Dewi Restu Mangeswuri.
    

Editor
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EPILOG

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D

Pada tahun 1987, beberapa ilmuwan sosial di U.S. 
Army War College memperkenalkan konsep VUCA untuk 
menggambarkan situasi tidak menguntungkan setelah Perang 
Dingin. VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, 
complexity, dan ambiguity. Di era Industry 4.0 dan era Society 
5.0, konsep ini masih relevan. Dunia dihadapkan pada kondisi 
dimana sering terjadi perubahan (volatility), ketidakpastian 
dalam melakukan prediksi secara akurat (uncertainty), 
kerumitan akibat berbagai faktor yang saling terkait (complexity), 
dan ketidakjelasan (ambiquity). Dalam 2 tahun terakhir, kondisi 
VUCA semakin diperparah dengan adanya pandemic Covid-19. 

Jamais Cascio (2020) seorang antropolog Amerika 
menganggap bahwa VUCA tidak lagi menggambarkan situasi 
saat ini. Kondisi saat ini lebih tepat apabila disebut dengan 
BANI. BANI adalah singkatan dari Brittle (mudah pecah), 
Anxiety (keadaan yang mengkhawatirkan), Non-linear (tidak 
lurus), dan Incomprehensible (sulit dipahami). Banyak negara 
yang mengalami kesulitan dalam penyediaan kebutuhan dasar 
warganya dan banyak perusahaan dunia yang menjadi bangkrut 
akibat pandemi Covid-19. Menghadapi era BANI ini, pemerintah, 
perusahaan, maupun manusia secara personal dituntut untuk 
mempunyai kapasitas daya adaptasi, mempunyai rasa empati 
terhadap sesama, memahami keterkaitan antar permasalahan 
yang ada, dan menerima perbedaan pendapat serta bergerak 
kearah peningkatan untuk segala keuanggulan yang dimiliki.

Disisi lain, sesuai dengan kerangka yang dibuat oleh IMD, 
faktor-faktor yang berperan dalam Konsep Daya Saing adalah 
sebagai berikut: 
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KINERJA 
PEREKO-
NOMIAN

PEMERINTAHAN 
YANG EFISIEN

EFISIENSI 
USAHA

INFRA-
STRUKTUR

Ekonomi 
Nasional

Keuangan Negara Produktivitas Infrastruktur 
Dasar

Perdagangan 
Internasional

Kebijakan Fiskal Pasar Tenaga 
Kerja

Infrastruktur 
Teknologi

Investasi Asing Kerangka 
Institusional

Keuangan Infrastruktur 
Ilmiah, 

Tenaga Kerja Legislasi Usaha Praktek 
Manajemen

Kesehatan 
dan 
Lingkungan

Harga Kerangka Sosial Penghargaan 
dan Nilai

Pendidikan

Dari tabel terlihat bahwa, karena kinerja perekonomian 
terdiri dari aktivitas-aktivitas Ekonomi Nasional, Perdagangan 
Internasional, Investasi Asing, Tenaga Kerja, dan Harga, 
maka Pemerintah harus mampu meningkatkan sinkronisasi 
dalam kerangka kinerja perekonomian ini. Misalnya kebijakan 
perdagangan internasional, tentu apa yang akan dibuat haruslah 
cerminan lingkup internasional. Ada masalah-masalah seperti 
batasan perdagangan (seperti: tarif, quota dan sebagainya) yang 
harus dipatuhi. Sasaran kebijakan perdagangan internasional 
juga mesti diarahkan untuk mempertahankan daya saing produk 
Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dan transfer 
teknologi (apabila kita belum mempunyai teknologinya). 
Tenaga kerja Indonesia harus disiapkan untuk go international, 
sebab telah dibukanya kebijakan borderless country yang 
mengakibatkan bebasnya aliran tenaga kerja antar negara. 

Dalam hal Pemerintahan yang Efisien, yang terdiri dari 
aktivitas-aktivitas Keuangan Negara, Kebijakan Fiskal, Kerangka 
Institusional, Legislasi Usaha, dan Kerangka Sosial, maka hal-
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hal seperti perundangan, peraturan, dan kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah dan pimpinan-pimpinan perusahaan, harus 
dibuat dengan cermat. Khusus kepada Kebijakan, hal ini harus 
dibuat dengan seksama dan memperhatikan payung hukum 
yang melandasinya. Hal-hal konkrit lain misalnya adalah 
menciptakan stabilasi nilai tukar, menurunkan inefisiensi 
di berbagai bidang, serta menjaga kondisi sosial yang baik 
dilingkungan masyarakat. 

Dalam hal Efisiensi di Bidang usaha, yang terdiri dari 
aktivitas-aktivitas Produktivitas, Pasar Tenaga Kerja, Keuangan, 
Tata Kelola Manajemen, dan Penghargaan dan Nilai, maka 
pemerintah harus menciptakan peraturan dan kebijakan yang 
terukur pada praktek-praktek bisnis yang baik dan sesuai aturan. 
Efisiensi pada setiap level kegiatan perlu terus diupayakan agar 
produk barang dan jasa Indonesia tidak terhambat oleh berbagai 
aturan yang disepakati di tingkat global. Merupakan bagian 
dari tataran ini adalah penerapan Good Corporate Governance 
(GCG), pemberantasan praktek bisnis yang menyimpang, 
seperti korupsi, pungutan, dan sebagainya, yang menyebabkan 
terciptanya ekonomi berbiaya tinggi.

Dalam aspek Infratruktur yang terdiri dari aktivitas-
aktivitas Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Teknologi, 
Infrastruktur Ilmiah, Kesehatan dan Lingkungan, Pendidikan, 
maka pemerintah harus membangun infrastruktur yang siap 
pakai dan berdayaguna tinggi seperti: Pelabuhan udara, laut dan 
fasilitas jalan raya. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi 
antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan 
mundurnya pengambilan keputusan. Proyek infrastruktur 
sering terkendala. Masalah pengadaan lahan adalah diantara 
aktivitas yang berakibat pada tertundanya pencapaian 
maksimal. Masalah pendanaan juga sering muncul akibat tidak 
tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah. Ketidaksesuaian 
atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara pemerintah 
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dan badan usaha sering terjadi. Tidak ketinggalan, tentunya 
infrastruktur Pendidikan bagi calon-calon tenaga kerja, yang baik 
dan berorientasi internasional. Peningkatan daya saing tenaga 
kerja merupakan akumulasi dari proses panjang pembangunan 
SDM yang terstruktur dan sistematis. Kita menyadari bahwa 
pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi beberapa 
permasalahan serius.

Berdasarkan hal-hal diatas, Indonesia sebagai bagian 
dari masyarakat global, tentunya sudah harus mempunyai 
posisi tawar yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi ini tentunya 
akan diperoleh dengan peningkatan daya saing yang ditunjang 
dengan optimalisasi pada seluruh sumber daya yang dimiliki. 
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dengan membangun 
infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan 
aparatur negara merupakan salah satu misi RPJPN 200-2025. 

 DPR-RI sebagai lembaga legislatif harus dapat 
mendorong kebijakan afirmatif bagi peningkatan kualitas 
belanja, khususnya kepada pemerintah daerah. Pengeluaran 
kebijakan bagi peningkatan kualitas belanja menjadi penting, 
sehingga tidak akan terjadi isu-isu bahwa belanja daerah baru 
akan benar-benar terlaksana atau terserap pada akhir-akhir tahun 
fiskal saja, bahwa belanja daerah selalu tidak tepat sasaran, dan 
sebagainya. Meningkatnya kualitas belanja (khususnya belanja 
modal) pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi dan 
daya saing daerah. Peningkatan potensi dan daya saing daerah 
pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Pembangunan yang berhasil di setiap daerah, pada akhirnya 
dapat mewujudkan daya saing dan kemandirian bagi seluruh 
masyarakat Indonesia.

Editor
Jakarta, 28 Oktober 2022
Prof. Muhammad Zilal Hamzah, PhD
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The essence of competitiveness is liberated when we make 
people believe that what they think and do is important - 
and then get out of their way while they do it.

Jack Welch

If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.

Jack Welch
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